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ABSTRACT 

EFFECTIVENESS OF SPECIAL AUTONOMY FUNDSFOR 
IMPROVING QUALITY OF EDUCATION 

SCHOOL SCHOOL LEVEL 
IN CENTRAL ACEH DISTRICT 

YEAR 2015-2016 

LAHAT 
Universitas Terbuka 
lahatwag@gmail.com 

This study examines the Improvement of the Quality of Secondary School 
Education through the Special Autonomy Fund in Central Aceh District 2015-
2016 . The location of the research is in theDepartment of Education and Culture 
of Central Aceh Regency . The objective of the research is to understand how 
to improve the quality of education at the state senior high school level through 
special autonomy funds in the central Aceh district and what are the 
obstacles . Theoretical perspective used is the theory of education development 
policy. The research method used is qualitative research method. The result of the 
research shows that the improvement of education Effectiveness of special 
autonomy fundsfor Improving quality of educationschool school level in Central 
Aceh Regency 2015-2016 is marked by the improvement of education in the field 
of infrastructure development as a complement to education facilities and 
infrastructure, while non-physical education development such as quality 
improvement learners, educators and education personnel have not become the 
main focus in improving the quality of education through special autonomy funds, 
especially for high school level in Central Aceh District. Obstacles in improving 
the quality of education include the factors of the Law on Government of 
Aceh. No. II of 2006 and Qanun no. 2 Year 2008, Implementing the human 
factor, , financial factors the, equipment and the organization and management. 

Keywords: Quality of Education, Special Autonomy Fund, Central Aceh District 
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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS (OTSUS) 
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN 
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 

Dl KABUPATEN ACEH TENGAH 
T AHUN 2015-2016 

LABAT 
Universitas Terbuka 
Lahatwaq@grnail.com 

Penelitian ini mengk:aji tentang Efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus 
untuk peningkatan Kualitas Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri 
di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015-2016. Lokasi penelitian pada di Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk 
peningkatan kualitas pendidikan tingkat sekolah menengah atas negeri di 
kahupaten aceh tengah dan apa saja hambatannya. Perspektif teoritik yang 
digunakan adalah teori kebijakan pembangunan pendidikan. Metode Penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif interaktif sesuai dengan fakta 
yang didapat di lapangan. Maka basil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan 
kualitas pendidikan melalui dana otonomi khusus (otsus) tingkat Sekolah 
Menengah Alas Negeri di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015-2016 ditandai 
dengan meningkatnya pendidikan dalam bidang pembangunan infrastuktur 
sehagai pelengkap sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan pembangunan 
pendidikan non fisik seperti peningkatan kualitas peserta didik, tenaga pendidik 
dan tenaga kependidikan belum menjadi fokus utama dalam peningkatan kualitas 
pendidikan melalui dana otonomi khusus, khususnya untuk tingkat Sekolah 
Menengah Atas Negeri di Kabupaten Aceh Tengah. Hambatan dalam peningkatan 
kualitas pendidikan diantaranya faktor Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 
II Tahun 2006 dan Qanun No. 2 Tahun 2008, Faktor manusia pelaksana, Faktor 
keuangan,Faktor Peralatan, dan Faktor organisasi dan manajemen. 

Kata Kunci: Kua/ita~ Pendidikan, Dana Otonomi Khusus, Kabupaten Aceh 
Tengah 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Diskripsi Objek Peoelitiao 

Penelitian dilaksanakan di Kabupalen Aceh Tengah, berikul adalah 

gambaran urn urn mengenai Kabupaten Aceh T engah: 

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah 

a. Letak Geografis 

Kabupaten Aceh Tengah salah satu Kabupaten central di Provinsi Aceh 

dengan ibu kota Takengon merupakan salah satu Kabupalen yang berada 

dikawasan dataran tinggi Gayo.Kabupaten Aceh Tengah memi1iki luas 

445.404,12 Ha yang secara geografis lerletak pada 4°22' 14,42"- 4°42' 40,8" LU 

dan 96° 15' 23,6"- 97' 22' 10,76" BT. Daerah ini memiliki rata-rata 20°dengan 

elevasi antara 100- 2.600M di alas pennukaan laut. 

Balas administratifKabupalen Aceh Tengah sebagai berikut: 

Sebelah Utara 

Sebelah Selatan 

Sebelah Timur 

Sebelah Baral 

Kabupaten Bener Meriah, dan Bireuen 

Gayo Lues dan Nagan Raya 

Aceh Timur 

Kabupalen Aceh Baraldan Pidie. 

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara administrasi pemerintahan 

terbagi atas 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Linge, Bintang, Lut Tawar, 

Kebayakan, Pegasing, Bebesen, Kute Panang, Silih Nara, Ketol, Celal~ Atu 

Linlang, Jagong Jegel, Bies dan Rusip Antara dengan jumlah kampung sebanyak 

295 kampung. Adapun kecamatan serta luas pada masing-masing kecamatan 

dapal dilihal pada label di bawah ini: 

56 
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7 

Tabel4.1 
Pembagiao Wilayah Administrasi Kecamatan 

Kabupaten Aceh Tengab 

57 

2.094,86 

Dari label di atas dapat kila lihat babwa, kecamatan yang terluas di 

Kabupaten Aceh Tengab adalab Kecamalan Linge. Dari kola ibu kola kabupaten 

dapat ditempuh sekitar 70 kilometer perjalanan. Sedangkan kecamatan yang 

paling rendab luas wilayabnya adalab adalah Kecamatan Bies, dengan jarak 

tempuh dari ibu kota sekitar 5 kilometer perjalanan. 

b. Demografi Kabupaten Aceh Tengah 

Penduduk Kabupaten Aceh Tengab pada Tahun 2017 tercalat 211.360 

jiwa (Sumber Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Tahun 2017). Persebaran 

penduduk sebagian besar terkonsentrasi di daerah perkotaan yang umumnya 

43453.pdf
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memiliki fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur yang lebih baik. Konsentrasi 

penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bebesen dan jumlab penduduk paling 

sedikit terdapat di Kecamatan Bies. 

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengab merupakan mayoritas 

Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan 

Tionghoa. 

Tabel4.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceb Tengab Menurut Jenis Kelamin 

Perkeeamatan Tabun 2017 

23.781 102.74 

97.29 

5. 110.32 

Kecarnatan 
3.946 3.637 7.583 108.0 

5.408 5.071 10.479 106.65 

II. 8.587 8.464 17.051 101.45 

12. 4.313 4.098 8.411 105.25 

103.58 
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Menurut data diatas jumlah penduduk Iaki-laki lebih banyak dibandingkan 

jumlah penduduk perempuan kecuali pada Kecamatan Bies jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Sedangkan 

jumlah perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel4.3 
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun 2013 s/d 2017 

72.146 83.257 94.777 

Jumlah 146.547 168.861 192.390 206.084 

Sumber : Dinas Kependudukan 

211.360 

Laju perturnbuban penduduk di Kabupatcn Aceh Tengah relatif tinggi hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu tingginya mobilitas penduduk antar 

wilayah juga dipengarubi oleh faktor mortalitas. Data di atas menunjukkan jumlah 

penduduk di Kabupaten Aceh T engah terus meningkat dari tabun ke tahun dengan 

rata-rata laju pertumbuban sebesar 9,71 persen per tahun. Perturnbuban penduduk 

terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat perturnbuban sebesar 15,23 

persen dan tahun 2015 sebesar 13,93 persen. 
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2. Visi Misi Kabupaten Aceb Tengah 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan 

amana! UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, sebagai upaya untuk: mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam kerangka besar inilah visi, misi dan program kerja Bupati!Wakil 

Bupati Aceh Tengah terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap kedua 

Rencana Pembangrman Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2005 - 2025, 

diarahk:an untuk membawa masyarakat Kabupaten Aceh Tengah menuju suatu 

kehidupau masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bennartabat, berkarakrer dan 

bennakna. Dengan melihat kondisi kekinian Aceh Tengah dengan permasalahan 

dan tantangau serta isu-isu strategis yang dihadapi dalarn 5 (lima) tahun 

mendatang dengan memperhitungkan potensi daerah yang dimiliki oleh 

masyarakat Aceh Tengah, maka visi pembaugrman Aceh Tengah tahun 2012-2017 

adalah:"Terwujudnya Kemakmuran dan Terhalaunya Kemiskinan Menuju 

Masyarakat Aceh Tengah Sejahtera pada Tahun 2017" 

Visi Pembangrman Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 -2017 ini 

menjadi arab cita cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi 
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penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan 

pembangunan Aceh Tengah. Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 

Kemakmuran adalah terwujudnya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang 

memiliki kemampuan kesehatan yang baik, ekonomi yang mapan, taat hokum, 

serta terwujudnya pemerintahan yang mampu melaksanakan kewenangan khusus 

dan istimewa yang dimilikinya untuk kemaslahatan masyarakatnya. 

Sejahtera adalah terpenuhinya kondisi masyarakat Aceh Tengah yang 

menerapkan prinsip Dinul Islam dalam kesehariannya serta terwujudnya 

keseimbangan kehidupan yang diliputi rasa aman, nyaman baik materil maupun 

spirituil yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. 

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Aceh Tengah Tahun 2012-

2017 tersebut ditempuh melalui misi-misi pembangunan. Salah satunya melalui 

misi bidang pendidikan yaitu dengan melanjutkan peningkatan kualitas 

pendidikan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, 

berilmu pengetahuan dan marnpu menguasai teknologi. 

Tujuan strategis dari misi tersebut ada1ah meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat yang berbasis iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam misi ini adalah: 

I) Meningkatnya kualitas pendidikan melalui model pembelajaran sekolah 

unggul 

2) Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; 
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3) Meningkatnya penyediaan beasiswa untuk peserta didik dan mahasiswa 

yang kurang mampu atau yang berprestasi; 

4) Meningkatnya kursus keterampilan untuk anak putus sekolah; 

5) Meningkatnya pembinaan pendidikan informal, pesantren dan dayah; 

6) Meningkatnya fungsi dan peran sekolah kejuruan dalam menghasilkan 

tenaga siap pakai; 

7) Meningkatnya pembebasan SPPuntuk sekolah negeri; 

8) Meningkatnya penyediaan tunjangan khusus untuk guru dan tenaga 

administrasi sekolah yang bertugas di daerah terpencil; 

9) Meningkatnya pembinaan pengembangan dan kualitas Universitas Gajah 

Putih; 

10) Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; 

II) Meningkatnya minat baca masyarakat pada setiap perpustakaan; 

12) Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, aparatur 

pemerintah daerah dan masyarakat dalarn penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

B. Basil Penelitian 

I. Berdasarkan hasil observasi penulis berikut adalah data SMA Negeri yang 

terdapat di Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon hingga saat 

ini beijumlah 18 (delapan belas) Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdiri 

dari, SMA Negeri I Takengon, SMA Negeri 2 Takengon, SMA Negeri 3 

Takengon, SMA Negeri 4 Takengon, SMA Negeri 5 Takengon, SMA Negeri 
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6 Takengon, SMA Negeri 7 Takengon, SMA Negeri 8 unggul Takengon, 

SMA Negeri 9 Takengon, SMA Negeri 10 Takengon, SMA Negeri II 

Takengon, SMA Negeri 12 Takengon, SMA Negeri 13 Takengon, SMA 

Negeri 15 Binaan Negeri Aotara Takengon, SMA Negeri 16 Takengon, SMA 

Negeri 17 Takengon, SMA Negeri 18 Takengon, SMA Negeri 19 Takengon. 

Untuk lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

Tabel4. 4 
Data Sekolah Menengah Alas (SMA) Negeri 

Di Kabupaten Aceh Tengah 

SMA Negeri 1 Takengon Bebesen 

SMA Negeri 8 Unggul 
Bebesen 

SMA Negeri 2 Takengon Kebayakan 

SMA Negeri 4 Takengon Kebayakan 

SMA Negeri 12 Takengon Laut Tawar 

SMA Negeri 3 Takengon Pegasing 

SMA Negeri 15 Takengon Pegasing Kelaping-Lukup 
Binaan Negeri Antara 

Badak 

SMA Negeri 6 Takengon Silih Nara 
Jl. Angkup Rusip 
Semelit 

SMA Negeri 7 Takengon Bintang 

SMA Negeri 9 Takengon Keto! 

SMA Negeri 10 Takengon Celala 
Jl. Berawang Gading 
Celala 

SMA Negeri II Takengon 

SMA 
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Keieren KM. 78 

14. SMA Negeri 18 Takengon Linge 
Jl. Takengon-
B1ang Kejeren, Isaq 

15. SMA Negeri 16 Takengon Kute Panang 
Jl. Lukup Sabun, 
Ratawali 

16. SMA Negeri 17 Takengon Bies 
n. Takengon-
Angkup 

17. 
SMA Negeri 5 Takengon Jagong Jeget 

Jl. Ki Hajar 
Dewantara 

18. SMA Negeri 19 Takengon Rusip Antara Jl. Rusip Semel it 
Angkup 

Berdasarkan label di atas dapat kita lihat bahwa SMA Negeri sudah 

mencapai 100 persen tersebar di masing-masing Kecamatan, malah terdapat dua 

SMA Negeri dalam satu Kecamatan seperti di Kecamatan Bebesen, Kebayakan 

dan Pegasing. Artinya, masyarakat khususnya generasi penerus memiliki peluang 

yang besar untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki jumlah Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri dalarn jumlah yang tergolong tinggi termasuk total murid SMA 

seluruh Kabupaten Aceh Tengah sangat memerlukan adanya peningkatan kualitas 

pendidikan. Observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa taraf kelulusan 

siswa SMA dalam Ujian Nasional masih belwn mencapai taraf maksimal. Di sisi 

lain basil observasi menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan seperti hanya 

memfokuskan peningkatan pembangunan pendidikan dari segi fisik atau 

infrasturktur, sementara para peserta didik dan pendidik yaitu guru juga 

memerlukan peningkatan pembangunan pendidikan dari segi non fisik seperti 

seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan, dsb. 
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Provinsi Aceh memiliki Dana Otonomi Khusus untuk beberapa bidang 

pembangunan, diantaranya adalab pembangunan pendidikan. Kabupaten Aceh 

Tengah sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh juga 

mendapatkan Dana Otonomi Khusus tersebut untuk dipergunakan dalam 

meningkatkan pembangunan pendidikan. 

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Aceh Ten gab masih bertaban pada pembangunan infrastuktur seperti 

gedung-gedung sekolab, kantin, kamar mandi, dsb. (Terlampir pada lampiran 

foto-foto penelitian). 

Berdasarkan basil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Aceh Tengab Drs. Nasaruddin, MM menyatakan babwa: 

... infrastruktur sampai saat ini masih terns diperlukan di Kabupaten 
Aceh Tengah, karena menjadi sarana dan prasarana mutlak yang 
diperlukan dalam proses belajar mengajar, meskipun memang benar 
pelatihan dan sebagainya juga diperlukan, tapi untuk menunjang itu 
semua tempat yang nyarnan sangat diperlukan, sehingga dalam 
pengajuan penggunaan dana otsus kami masih fokus dalam 
pembangunan infrastuktur terlebih dabulu. (Wawancara, 3 Februari 
2018) 

Tokoh Pendidikan Kabupaten Aceh Tengab, Tawar SE, MM dalam 

wawancaranya dengan peneliti menyatakan bahwa: 

. . . kesalahan pemerintah dalam menggunakan dana otsus adalah 
selalu berfokus pada pembangunan infrastruktur sementara kualitas 
pendidikan yang direncanakan untuk ditingkatkan seperti 
dikesarnpingkan, sehingga para peserta didik, tenaga pendidik dan 
tenaga kependidikan tidak berkualitas dalarn menerima dan 
memberikan pendidikan itu sendiri. (Wawancara, 5 Februari 2018) 

Berdasarkan basil wawancara tersebut dapat diarnbil kesimpulan babwa 

disatu sisi pendidikan memerlukan samna prasarana dalam bentuk infrastruktur 
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yang memadai sebagai sebuah kebutuhan mutlak, tetapi pembangunan pendidikan 

non fisik juga diperlukan sehingga teijadinya keseimbangan antara pembangunan 

pendidikan secara fisik dan non fisik. 

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, diketabui bahwa Dinas 

Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah sampai saat ini menggunakan dana otsus 

dalam bidang pendidikan masih terfokus pada peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa fokus tersebut 

diutamakan disebabkan oleh adanya pemikiran bahwa infiastruktur yang memadai 

ak:an menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar untuk 

para siswa dan para tenaga pendidik dan kependidikan. 

Salah seorang Kepala Sekolah SMA di wilayah Kabupaten Aceh Tengah 

H. Armaja, S.Pd dalarn wawancaranya menyatakan bahwa: 

.. . selama ini kalau dari pihak kami di sekolah hanya berupaya 
mengajukan setiap keperluan ke Dinas Pendidikan, kemudian 
selanjutnya apakah itu pembangunan akan dilanjutkan atau tidak 
dikembalikan kepada dinasnya menyetujui apa tidak. Memang 
infrastruktur sangat diperlukan bagi karni karena keadaan ruangan 
apapun kalau tidak bagus akan tidak nyaman untuk anak-anak belajar, 
apalagi siswa-siswa yang akan mengikuti Ujian Nasional, mereka 
perlu ruangan yang bagus untuk dapat lebih konsentrasi. (Wawancara, 
7 Februari 2018) 

Kepala Dinas Pendidikan menyatakan hal serupa dalam 

wawancaranya,beliau menyatakan bahwa: 

kita sebagai pihak penyelenggara pendidikan dari segi 
pemerintaban yaitu dalarn hal ini dinas pendidikan terkait penggunaan 
dana otsus dalarn bidang pendidikan menyesnaikan dengan 
permintaan atau pengaj uan dari sekolah-sekolah kalau dalarn masalah 
ini SMA, ya kita menunggu pengajuan apakah mereka minta untuk 
dibangun ruangan belajar, perpustakaan, kamar mandi dan sebagainya, 
itu semua menyesuaikan dengan permintaan dari masing-masing 
sekolah. (Wawancara, 8 Februari 2018) 
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Terkait dengan penggunaan dana otsus selama ini di Kabupaten Aceh 

Tengah khususnya dalam bidang pendidikan, Kepala Dinas Keuangan Daerah 

Kabupaten Aceh T engah menyatakan bahwa: 

... kalau dari pihak dinas keuangan pastinya kita hanya mengikuti 
pengajuan-pengajuan dari masing-masing sekolah yang sudah 
diajukan terlebih dahulu dari dinas pendidikan, selama ini lebih 
banyak digunakan untuk membangun ruang kelas, ruang guru, 
perpustakaan dim sebagainya dalam artian ya itu pembangunan 
infrastuktumya. (Wawancara, 10 Februari 2018) 

Berdasarkan basil wawancara peneliti dengan beberapa informan diatas, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini dasar penggunaan dana otsus bidang 

pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah khususnya pada Tingkatan Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri diawali oleh adanya pengajuan dari pihak sekolah 

ke Dinas Pendidikan dim Kebudayaan terkait dengan pengajuan pembangunan 

atau kegiatan-kegiatan lainnya, meskipun sampai saat ini yang lebih diutamakan 

adalah pembangunan infrastruktur seperti ruang belajar, ruang guru, perpustakaan, 

laboratorium, kamar mandi dan lain-lain. Pengajuan tersebut kemudian 

dilimpahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Keuangan 

Daerah yang kemudian baru dilanjutkan ke Provinsi sesuai dengan keperluan dan 

pembagian dana otsus itu sendiri terhadap pendidikan ataupnn pembangunan 

pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah mengajukan. 

Berdasarkan basil observasi peneliti dilapangan mennnjukkan tidak ada 

perbedaan antara pemberian dima otsus kepada tingkatan pendidikan SMA dengan 

tingkatan pendidikan lain, semuanya diberikan sesuai dengan kebutuhan yang 

tertera dalam pengajuan kepa.da Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas 

Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 
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Menanggapi hal tersebut Kepala Dina Pendidikan dan Kebudayaan 

KabupatenAceh Tengah dalam wawancaranya menyatakan bahwa: 

... seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami mengajukan sesuai 
permintaan masing-masing sekolah, apakah itu TK, SD, SMP, sampai 
dengan SMA, tidak ada perbedaan masing-masing diberikan sesuai 
dengan keperluan yang ingin dibangun. (Wawancara, 12 Februari 
2018) 

Kepala Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan 

hal yang serupa, beliau menyatakan bahwa: 

... tidak ada perbedaan an tara pemberian dana otsus kepada masing­
masing tingkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh T engah, 
namun tetap ada pertimbangan apakah memang perlu diberikan atau 
tidak, kembali lagi keperluannya masing-masing sekolah seperti yang 
diajukan, pasti tetap dipertimbangkan demi keselarasan bersarna. 
(Wawancara 14 Februari 2018) 

Salah seorang informan dari Kepala Sekolah SMA Negeri di Kabupaten 

Aceh Tengah menyatakan bahwa: 

... mengenai besaran masing-masing tingkatan pendidikan saya kurang 
memaharoi, karena pasti setiap kepala sekolah akan beJjuang masing­
masing untuk sekolalmya mengenai pendidikan dan besaran dana yang 
diperlukan. (Wawancara, 18 Februari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam 

pernbagian dana otsus kepada masing-masing tingk:atan pendidikan, khususnya 

SMA Negeri tidak ada perbedaan dalarn pemberiarmya, masing-masing 

dianggarkan sesuai dengan pennintaan, pertimbangan dan sesuai dengan 

kebutuban sekolah. 

Observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa dalam hal meningkatkan 

kualitas pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah melalui dana otsus, pemerintah 

khususnya Dinas Pendidikan dan Kebndayaan Kabupaten Aceh Tengah masih 
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memfokuskan pada peningkatan infrastruktur pendidikan yaitu pembangunan-

pembangunan gedung sekolah, ruang belajar, perpustakaan dan sebagainya. 

Berikut adalah data pembangunan pendidikan yang ada di Kabupaten Aceh 

Tengah Tahun 2015-2016: 

Tabel4.5 
Pembangunan Infrastuktur Pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah Melalui 

Dana Otonomi Khusus Tahun 2015-2016 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

12. 

Penambahan ruang kelas 
6 

7 

SMA 

lapangan SMAN 

Pembangunan rumah dinas 19 

Rehabilitasi ruang kelas SMAN 4 

ruang 

13. ·laboratorium Komputer 
SMAN9 

14. ruang 

Rehabilitasi kantor guru SMAN 9 

Rp. 443.743.813,-

Rp. 171.000.000,-

Rp. 205.960.000,-

Rp. 47.500.000,-

Rp. 190.000.000,­

Rp. 190.000.000,-

Rp. 190.000.000,-

Rp. 37.346.400,-

Rp. 207.480.000,-

Rp. 74.692.800,-

Rp. 1.260.441.000,-

Rp. 207.480.000,-

Rp. 124.488.000,-

Rp. 186.732.000,-

Rp. 207.480.000,-
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-
Takengon 

16. Rehabilitasi ruang ke1as SMAN 16 
Rp. 1.120.392.000,-

Takengon 
17. Rehabi1itasi ruang perpustakaan SMAN 

Rp. 186.732.000,-
16 Takengon 

18. Rehabi1itasi 1aboratorium SMAN 16 
Rp. 207.480.000,-

Takengon 
19. Rehabilitasi kantor SMAN 16 Takengon Rp. 207.480.000,-

20. Pembangunan MCK SMAN 16 Takengon Rp. 46.683.000,-

21. Pengadaan buku peminatan SMA 
Rp. 197.000.000,-

Kabupaten Aceh Ten gab 
22. Pengadaan buku referensi SMA Rp. 184.000.000,-

Kabupaten Aceh Tengab 

TOTAL 
Rp. 5.894.111.013 

Sumber: Dmas Pendufikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 

Berdasarl<an tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh dana yang 

dikeluarkan adalah untuk pembangunan fisik SMA Negeri yang ada di Kabupaten 

Aceh Tengah baik pembangunan bam ataupun rehabi1itasi yang sudah rusak. 

Dapat disimpulkan bahwa dalam efektifitas pemanfaatan dana otsus untuk 

peningkatan kualitas pendidikan tingkat Sekolah Menengab Atas Negeri di 

Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2015-2016 ditandai dengan peningkatan 

pendidikan dalam bidang pembangunan infrastuktur sebagai pelengkap sarana dan 

prasarana pendidikan, sedangkan pembangunan pendidikan non fisik seperti 

peningkatan kualitas peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

belum menjadi fokus pemanfaatan dana otsus utama untuk peningkatan kualitas 

pendidikan, khususnya untuk tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di 

Kabupaten Aceh Tengah. 
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2. Faktor penghambat peningkatan kualitas pendidikan: 

a. Faktor Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 dan 
Qanun No. 2 Tahun 2008. 

Otonomi Khusus Aceh di mulai sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008 

sampai dengan tahun 2012 pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh 

diimplementasikan berdasarkan Qanun yang selanjutnya disebut Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor II tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

Dimana, Pasal 179 ayat (2) dengan tegas menyebutkan sumber pendapatan 

daerah, baik di Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten!Kota, salah 

satunya berasal dari Dana Otsus. Namun, secara administratifUUPA memberikan 

kewenangan kepada tingk.at Provinsi, sehingga memberikan kesan bahwa 

Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan 

dana Otsus. 

Selain itu, pengelolaan dana otonomi khusus tersebut juga berdasarkan 

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang tala cara pengalokasian 

tambahan dana bagi basil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi 

khusus. Dimana, dana otonomi khusus ditujukan untuk membiayai program dan 

kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial dan kesehatan. Selain itu dana otonomi khusus juga 

dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangk:a pelaksanaan 

keistimewaan Aceh, yang disepakati bersarna antara pemerintah Provinsi dan 
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Kabupaten. Akan tetapi pada saat itu pengalokasian anggaran tidak diberikan 

dalam bentuk dana tunai oleh Provinsi, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu 

yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubemur setelah mendapat persetujuan 

pimpinan DPRA. 

Jadi, berdasarkan atunm Qanun tersebut Kabupaten/Kota hanya sebatas 

pengusulan selanjutnya menerima dalam bentuk pekeijaan dan pagu. Sehingga 

apapun yang disepakati dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi itulah yang harus 

dikeijakan meskipun itu bukanskala prioritasnya Kabupaten/Kota. 

b. Faktor Manusia Pelaksana. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal sebelumnya, bahwa realisasi 

pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Aceh Tengah pada tahun 2015-2016 di dominasi oleh proyek pembangunan 

sekolah dibidang infrastruktur. Seperti ruang kelas belajar, ruang dewan guru, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium baik IP A, Fisika dan lain-lain, MCK, 

pagar, penataan halarnan dan taman. Tentunya dalam pengeijaan bangunan ini 

sangat dipengaruhi oleh cuaca 

Faktor surnber daya manusia sebagai pelaksana aktifitas pembangunan 

juga sangat berpengaruh dalam perencanan pembangunan yang dilakukan di 

kabupaten aceh Tengah, sehingga peningkatan kualitas di tingkat Sekolah 

Menengah Atas di Aceh Tengah belurn sesuai dengan harapan. Apabila dana otsus 

tersebut tidak mampu dipergunakan secara optimal di Aceh T engah maka 

pengaruh peningkatan knalitas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas susah 

dicapai secara signifikan. 
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Hal ini senada dengan yang disarnpaikan oleh Kepala Bidang Program 

Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengab babwa 

.... Faktor Sumber daya manusia menjadi kendala dalam penyerapan dana 
Otsus di Kabupaten Aceh Tengah, hal ini tidak lain karena kemampuan sumber 
daya tersebut untuk melaksanakan perencanaan yang efektif dan tepat unutuk 
meningkatkan kualitas Pendidikan dilingkal Sekolab menengab alas di kabupaten 
Ini secara signifikan. (Wawancara 10 Februari 2018) 

Di sarnping itu sekretaris Dinas pendidikan Kabupalen Aceh Tengab 

Drs. Uswatuddin, MAP menyarnpaikan pemyataan yang senada dengan kelapa 

dinas yaitu : 

Sumber daya manusia sebagai pelak.sana aktivitas pembangunan di 
beibagai bidang memegang peranan yang arnat penling, apabila SDM 
tersebut memiliki kecapakan yang optimal, maka seluruh ak:tivitas yang 
berkaitan dengan pelaksanaannya dapat direalisakan sebagaimana 
mestinya. Demikian juga dengan peningkatan kualitas atau mutu 
pendidikan dalarn mewujudkannya secara signifikan sangal bergantung 
kepada kualitas SDM tersebul (Wawancara tanggal20 Februari 2018). 

Berdasarkan basil wawancara tersebul di atas. maka dapat dipaharni 

babwa unsur SDM pelaksana menjadi pengharnbat dapal meningkatkan mutu 

pendidikan di Tingkat Sekolab Menengab Alas di kabupaten Aceh Tengab. Faktor 

SDM sangat menentukan dalam merencanakan pembangunan secara signifikan, 

oleh karena keandalan atau profesionalitas dari SDM menjadi factor penentu 

dalam menyerapkan dana otsus untuk meningkatkan mutu pendidikan tingkat 

Sekolab Menengab Alas di Kabupaten Aceh Tengab. 

c. Faktor Keuangan. 

Keuangan merupakan mesin pe_nggerak segala aktivitas yang menentukan 

dalam menyerapkan dana otsus. Faktor Keuangan disini yang peneliti maksudkan 

adalah dana talangan awal dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengab yang kurang 

43453.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



74 

memadai, sehingga berpengaruh dalam menyerap dana otsus dari provinsi Aceh. 

Dana talangan awal dan pemerintah Kabupaten Aceg tengah bukan tidak 

disediakan, namun keperluan disektor lain sangat mendesak dan telah 

direncanakan sejak dari awal tahun supaya aktivitas pelaksanaan tidak terkendala. 

Untuk berkaitan halini peneliti telah melalukan wawancara dengan kepala 

dinas Pendidikan Aceh Tengah, beliau menyatakan : 

...... Faktor keuangan sebagai dana talangan awal yang dimiliki oleh 
Dinas Pendidikan Aceh Tengah sangat tergangung dengan dana yang 
dialokasikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan posnya masing­
masing dan tidak boleh dipindahkan ke pos yang lain. lnilah yang 
menjadi kesu1itan bagi dinas untuk membiayai atau mendanai sector 
peningkatan kualitas pendidikan di Tingkat SMA sebelum dana otsus 
dapat dicairkan, (wawancara tanggal 10 Februari 2018). 

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Kepala Dinas keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah adalah : 

...... Dalam hal penyerapan dana otsus perlu ada dana talangan yang 
memadai untuk membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 
namun pada saat ini kas yang dimiliki oleh pemerintah daerah sangat 
terbatas, sehingga untuk rnembantunya tidak rnarnpu karena 
keterbatasan dana (Wawancara tanggal 10 Februari 2018.) 

Juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa . 

.... sering teijadi pemenang tender adalah kotraktor-kontraktor muda yang 
tidak cukup berpengalarnan dan tidak memiliki modal yang besar untuk 
melaksanakan proyek-proyek yang dimenangkan, banyak rekanan seperti 
ini bam bisa bekeija setelah melakukan utang piutang terlebih dahulu, 
terkadang jarang mereka mendapatkan pinjaman karena nominal yang tidak 
sedikit. Akhirnya kebanyakan dari mereka menunda pekeijaan tersebut, 
ketika waktu jatuh tempo sudah dekat barulah mereka berlomba dengan 
waktu ( wawancara tanggall 0 Februari 20 18) 

Jika direlevansikan dengan rea1isasi pengelolaan dana otonorni khusus 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang didominasi oleh pembangunan 
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infrastruktur. Artinya, rekanan hams memiliki modal yang cukup di awal untuk 

pengadaan material-material yang dibutuhkan, jika tidak memiliki modal yang 

kuat bagaimana rekanan kemudian mampu mengadakan material-material yang 

dibutukan untuk membangun sarana tersebut. 

d. Faktor Peralatan 

Hal ini juga sangat menentukan kualitas serta waktu pekerjaan 

pembangunan infrastruktur. Banyak masalah yang sering terjadi dilapangan akibat 

peralatan yang tidak sesuai dengan analisa satuan harga. Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupaten Aceh T engah berpendapat babwa . 

.... akibatnya pekerjaan tidak maksimum sering peralatan yang digunakan 
yang tidak sesuai dengan analisa harga meski juga basil yang didapat sama, 
sehingga penyelesaian sering tidak sesuai dengan RAP dan waktu yang 
telab ditetapkan.( wawancara 18 Mei 20 18) 

Yang dimaksud tidak sesuai dengan analisa harga peralatan umunmya yang 

digunakan oleh pelaksana pekeljaan menurut Heru Gunawan, S.Inf salab satu staf 

petugas Pengadaan Barang danjasa Kabupaten Aceh Tengab bahwa . 

...... Yang seharusnya pada saat pengalian pondasi dan pekeljaan 
pengetukanjalan memakai alat berat seperti Alai Berat Biku (Escapator) 
dan alai berat Bolduser oleh pihak pelaksana itu sering dilakukan memakai 
tenaga manual hal ini mungkin untuk mcndapatkan keuntungan yang lebih 
besar didapat dalam pelaksanaan pekerjaan infrast.ruktur yang dibiayai oleh 
Daerab baik APBN, APBA dan APBK. (Wawancara tanggal18 Mei 2018) 

Dari penje1asan salab satu anggota partita pengadaan barang dan jasa 

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengab babwa da1am pe1aksanaan dilapangan da1arn 

pekeljaan kegiatan inprast.ruktur baik ja1an dan bangunan masih mengabaikan 

analisa pekerjaan yang telah tertuang didalam Rencana Anggaran Pekerjaan 
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(RAP) yang bel urn sesuai hal ini kurangnya peran aktif pengawas peketjaan yang 

ditunjuk 

e. Faktor Organisasi dan Manajemen 

Faktor Organisasi dan Manajemen yang penulis maksudkan disini adalah 

factor birokrasi pengurusan dana otsus mulai dari tingk:at kabupaten maupWl 

tingkat Provinsi, dimana urusan pengurusan dana otsus tersebut mengalami 

birokrasi yang sangat panjang dan berbelit-belit, sehingga membutuhkan waktu 

yang sangat panjang untuk pengurusaunya. 

Berikut wawancara dengan kepala dinas pendidikan Aceh Ten gab, beliau 

menyebutkan sebagai berikut ; 

. . . . . Sebagaimana diketahui bahwa factor birokrasi di provinsi Aceh 
secara khusus dan Negara Republik Indonesia pada khususnya, pada 
khususnya masih mendapat kritikan yang sangat keras dari berbagai 
pibak.demikian juga dengan prosedur pengurusan dana otsus di 
kabupaten Aceh Tengab melalui birokrasi yang sangat panjang 
(Wawancara tanggal24 Pebruari 2018) 

Berdasarkan observasi peneliti,Sekolah Menengab Alas (SMA) yang paling 

jauh akses dari Ibu Kota Kabupaten Aceh Tengah antara lain yang berada di 

KecarnataBintang, Keto!, Celala, Atu Lintang, Linge, Lingedan Rusip Aotara. 

Waktu tempub dari Ibu kota kesana antara 2-5 jam petjalanan dengan medanjalan 

yang cukup sulit. Sedangkim material yang dibutuhkan untuk bangunan hanya 

bisa diperoleh di Ibu Kota karena di Kecamatan-kecamatan ini belum ada yang 

mau betjualan material seperti yang dimaksud. Untuk itu, ketersediaan material 

dari rekanan menjadi fakior penting tukang untuk beketja, jika tidak tersedia 

bagaimana dan apa yang akan mereka ketjakan. 
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Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengab 

memberikan penjelasan bahwa 

....... keterlambatan pekerjaan sering dipengaruhi oleh kurangnya material di 
lokasi pekerjaan akibat akses untuk mencapai lokasi sekolab cukup jauh dari lbu 
Kota, disamping jauh medan jalan yang dilalui cukup sulit, (wawancaranya 
tanggal24 Februari 2018) 

Demikianlab beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan dana otonomi 

khusus pada SMA Negeri di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. 

Data terakhir menunjukkan bahwa masih ada SMA yang tidak memiliki 

perpustakaan dantaranya SMA yang berada pada Kecamatan Linge, Kecamatan 

Kebayakan dan Rusip antara. Sedangkan ruang kelas belajar seluruh SMA di 

Kabupaten Aceh Tengah tahun 2015 sebanyak 250 ruangan, UKS 10, 

Laboratorium Fisika II, Kimia 10, Biologi I, Bahasa 6, Komputer 10 dan 

laboratorium Multimedia ada 3. Untuk ruang keterampilan I untuk lebih jelasnya 

dapat kita lihat pada tabel di bawab ini: 

I Linge 

2 
Jeget 

Atu 
3 

Lintang 

Tabel4.6 
Jumlah Perpustakaan, UKS, Laboratorium 

SMA Aceb Tengab Provinsi Aceb 
Tabun 2015-2016 

8 0 0 I I 0 0 

12 2 I 2 2 2 0 

9 I 0 0 0 0 0 

0 0 2 

I 0 7 

I 0 

I 

0 
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4 Bintang 10 I 0 I I I 0 I 0 4 0 

Lut 
5 18 I 0 2 0 0 0 I 0 3 0 

Tawar 

6 
Kebayak 

0 2 2 2 55 I 0 2 I 8 0 
an 

7 Pegasing 51 2 I 0 0 3 0 2 2 7 0 

8 Bies 7 I I 0 0 0 I 0 0 I 0 

9 Bebesen 35 I I 0 I I 2 2 0 6 0 

Kute 
10 8 I 0 0 0 I I 0 0 2 0 

Panang 

Silih 
11 18 2 2 2 2 I 2 0 0 7 0 

Nara 

12 
Rusip 

0 0 0 0 I 0 0 0 I 0 3 
An tara 

13 Celala 8 I 0 I I I 0 0 0 3 0 

14 Keto! 8 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 

1 5 
Jumlab 250 14 8 II 10 I 6 3 I 

0 3 

Sumher: Dlnas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, 2015 

Sedangkan jumlah Dewan Guru menurut ijazJlh tertinggi dan status 

kepegawaian Sekolah Menengah Atas (SMA) eli Kabupaten Aceh Tengah 

Provinsi Aceh tahun 2015/2016 an tara lain dapat kita lihat pada tabel di bawah 

llll: 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

Tabe14.7 
Jumlah Guru Menu rut ljazah Tertinggi 

Dan Status Kepegawaian Sekolah Menengah Alas (SMA) 
Aceb Tengah Provinsi Aceb 

.!.!!!~ 2015-2016 

Jeget 0 0 0 14 I 0 15 

0 0 8 

Kebayakan 

Pegasing 5 4 55 2 0 67 

Bies 0 0 0 16 I 0 17 

Bebesen 3 0 10 !58 11 0 

Kute 
Panang 0 0 9 I 0 11 

Silih Nara 0 0 I 14 1 0 16 

Rusip 
Antara 0 0 0 3 0 0 I 

0 13 

Keto! 0 1 2 11 0 0 13 

Jumlab 16 2 28 420 28 0 491 

79 

15 

67 

11 

16 

3 

13 

14 
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Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendidikan tertinggi tenaga 

pengajar ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Aceh Tengah 

masih didominasi oleh ijazah D-4/Sl. Akan tetapi keberadaan mereka belum 

merata kesuluruh SMA disetiap Kecarnatan. Artinya, SMA di Kabupaten Aceh 

Tengah masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia pengajar yang 

terdidik minimal S 1. 

C. PEMBAHASAN 

1. Efektifitas pemanfaatan dan otonomi khusus untuk peningkatan Kualitas 
Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Alas di Kabupaten Aceb Tengab 
Tahun 2015-2016. 

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahan 

Kabupaten Aceh Tengah di sektor pendidikan sesuai dengan RPJM (2012-2017). 

Misi keempat RPJM Kabupaten Aceh Tengah adalab meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat yang berbasis iman dan takwa serta ilinu pengetahuan dan 

teknologi. Selain pilar tersebut, programnya diarahkan untuk mencapai pilar 

perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta pilar pendidikan berbasis nilai 

islami. Sasaran yang ing]n dicapai dalam misi ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan melalui model pembelajaran sekolah 

unggul; 

2. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; 

3. Meningkatnya penyediaan beasiswa untuk peserta didik dan mahasiswa yang 

kurang mampu atau yang berprestasi; 

4. Meningkatnya kursus keterampilan untuk anak putus sekolah; 

5. Meningkatnya pembinaan pendidikan informal, pesantren dan dayah; 

43453.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



81 

6. Meningk:atnya fungsi dan peran sekolah kejuruan dalam menghasilkan tenaga 

siap pakai; 

7. Meningkatnya pembebasan SPPuntuk sekolab negeri; 

B. Meningkatnya penyediaan tunjangan khusus unluk guru dan lenaga 

administrasi sekolah yang bertugas di daerah terpencil; 

9. Meningk:atnya pembinaan pengembangan dan kualitas Universitas Gajah 

Pulih; 

10. Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; 

11. Meningkatnya minat baca masyarakat pada setiap perpustakaan; 

12. Meningkatnya kapasitas tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, aparatur 

pemerintah daerah dan rnasyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan 

teknologi informasi. 

Sebagaimana yang disampikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupalen Aceh 

Tengah bahwa, perencanaan pembangunan dana otonomi khusus melalui 

Musyawarab Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (MUSRENBANG 

OTSUS), yang mana mengacu pada RPJM Kabupalen dan alas usulan proposal 

seluruh Kepala Sekolab selanjunya disetujui oleh Provinsi untuk kemudian 

diimplementasikan. 

Pemyataan lersebul senada dengan yang disampaikan Sekretaris Dinas 

Pendidikan Kabupalen Aceh Tengab babwa yang lerlibal dalarn penyusunan 

program dan anggaran pendidikan adalab Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala 

Bidang Program, alas usulan proposal Kepala Sekolab yang direlevansikan 

dengan RP JM Kabupaten. 
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Pengelolaan dana Otonomi Khusus di Aceh yang diimplementasikan sejak 

tahun 2008 diatur oleh Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 berlaku hingga tahun 

2012. Dimana, dana otonomi khusus ditujukan untuk: membiayai program dan 

kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial dan kesehatan. Selain itu dana otonomi khusus juga 

dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

keistimewaan Aceh, yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten. Akan tetapi pada saat itu pengalokasian anggaran tidak diberikan 

dalam bentuk dana tunai oleh Provinsi, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu 

yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubemur setelah mendapat persetujuan 

pimpinan DPRA. 

Program kegiatan mengacu pada RPJP Aceh dan Kabupaten/Kota, RPJM 

Aceh dan Kabupaten/Kota, serta RKPA dan RKPK. Kahupaten menyampaikan 

usulan kepada Provinsi, disertai rincian dan anggaran dan dokumen pendukung 

lainnya. Jika Kabupaten dalam kurun waktu tertentu tidak dapat menyampaikan 

usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria, maka pemerintah Provinsi 

wajib membantu untuk menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di 

Kahupaten yang bersangkutan. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah menjelaskan bahwa pada 

tahun 2012 Provinsi hanya memberikan pagu proyek yang telah disepakati oleh 

Gubemur dan pimpinan DPRA kepada Kabupaten. Selanjutnya dinas 
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mengwnurnkan tender dibuka dan panitia sebagai penentu pemenang tender 

terse but. 

Adapun realisasi pekeljaan dana Otonomi Khusus pada tahun 2012 untuk 

SMA Negeri di Kabupaten Aceh Tengahbabwa penge1o1aannya diatur o1eh Qanun 

Aceh Nomor 2 tabun 2008. Dimana pengalokasian anggaran tidak diberikan 

da1am bentuk dana tunai o1eh Provinsi kepada Kabupaten!Kota, akan tetapi 

diberikan da1am bentuk pagu yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubemur setelah 

mendapat persetujuan pimpinan DPRA, atas dasar Musrenbang Kabupaten yang 

dire1evansikan dengan RPJP dan RPJM Kabupaten. Pengelolaan dana otonomi 

khusus yang disetujui oleh Gubemur dan pimpinan DPRA untuk SMA Negeri di 

Kabupaten Aceh Tengab pada tabun 2012 secara keseluruban dialokasikan untuk 

pembangunan dan pengembangan infrastruktur sekolah menengah atas. 

Sejak tahun 2013 pengelolaan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh diatur 

kembali dengan perubaban Qanun Aceh Nomor 2 Tabun 2013 sarnpai dengan 

Tabun 2017. Esensi dari Qanun ini adalab pengalokasian anggaran tidak lagi 

disalurkan dalam bentuk pagu akan tetapi dialokasikan dalam bentuk dana transfer 

yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubemur setelab mendapat persetujuan DPRA, 

dengan cara pemindab bukuan dari Rekening Kas Aceh (RKA) ke Rekening Kas 

Umurn Daerah (RKUD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Penyaluran dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan secara bertabap 

dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Tahap I disalurkan pada bulan April sebesar 30 persen dari alokasi, 

setelah APBA tahun berkenaan ditetapkan 

b. Tabap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 45 persen dari alokasi 

yang dilaksanakan paling larnbat 15 hari kerja setelab laporan realisasi 

penyerapan dana otonomi khusus tahap I diterima oleh Dinas Keuangan 

Ace h. 

c. Tahap III disalurkan pada bulan November sebesar 25 persen dari 

alokasi yang dilaksanakan paling larnbat 15 hari kerja setelab laporan 

realisasi penyerapan dana otonomi khusus tahap II diterima oleh Dinas 

Keuangan Aceh. 

Adapun realisasi pekerjaan dana Otonomi Khusus pacta tahun 2013 untuk 

SMA Negeri di Kabupaten Aceh Tengabmenunjukkan sedikit perbedaan dalam 

pengalokasian dana otonomi khusus dengan tabun 2012 dimana pacta tahun 2013 

implementasi pengelolaan dana otonomi khusus bukan hanya berkutat pada aspek 

fisik atau infrastruktur akan tetapi sebagian telab dialokasikan pada progmm atau 

kegiatan non fisik seperti Olimpiade olab raga siswa nasional tingkat SD, SMP, 

SMA, SMK, Olimpiade sains nasional juga tingkat SD,SMP,SMA, SMK, festival 

Iomba seni siswa nasional SD, SMP, SMA, SMK, Liga Pendidikan Indonesia 

SMA, SMK, MA, cerdas cennat empat pilar kebangsaan SMA, SMK, MA, Expo 

Job Fair Sekolab TK, SD, SMP, SMA, SMK, TUK SMA, SMK, MA 2 kali, 

Pesantren kilat belajar dan Bantuan Operasional Sekolah SMA. Artinya, setelah 

pengelolaan dana otonomi khusus di serhkan provinsi kepada Kabupaten dalam 
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bentuk dana tunai bukan pagu memberikan keleluasaan bagi Kabupaten untuk 

meningkatkan pembangunan pendidikan Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan. 

Realisasi pengelolaan dana otonomi khusus dalam peningkatan kualitas 

pendidikan SMA Negeri Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2014 pengalokasian 

dana oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan 

sebagai Penanganan pelaksana leading sector kembali fokus pada pembangunan 

infrastruktur. Artinya belum rnengarah pada Visi Misi Pemerintahan yang 

tertuang dalam RPJMyakni pengalokasian pada meningkatnya kualifikasi dan 

kompetensi tenaga pendidik, rneningkatnya penyediaan beasiswa untuk peserta 

didik dan mahasiswa yang kurang mampu atau yang berprestasi, meningkatnya 

kursus keterampilan untuk anak putus sekolah dan sebagainya. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan bahwa 

Kontraktor sebagai pemenang tender atau pelaksana di lapangan wajib membuat 

laporan mulai dari mingguan, bulanan hingga akhir pekerjaan, meski terkadang di 

lapangan disampaikan dalam kurun waktu dua minggu atau I bulan sekaligus 

Semen tara Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh T engah 

menjelaskan tentang keterlibatannya dalam pengelolaan dana otonomi khusus 

hanya sebatas verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dan laporan 

pelaksanaan kontraktor untuk kemudian dikeluarkannya sural sakti pengesahan 

dari Dinas Pendidikanuntuk rekanan kemudian sebagai bukti kepada Badan 

Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah agar pencairan dapat dilakukan. 
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Artinya, laporan serta pertanggungjawaban dari kontraktor sebagai 

pemenang tender dan pelaksana di lapangan kepada dinas terkait dalam hal ini 

Dinas Pendidikan mulai dari mingguan, bulanan sampai dengan selesai. 

Sedangkan laporan dari Kabupaten kepada Provinsi pada tahun 2008 sampai 

dengan 2012 di sesuikan dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata 

cara pengalokasian tambahan dana bagi basil minyak dan gas bumi dan 

penggunaan dana otonomi khusus serta berdasarkan peraturan perundang­

undangan. Sedangkan sejak 2013 hingga Tahun 20 17 laporan dan 

petanggungjawaban dilakukan sesuai dengan perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 

2013 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi basil min yak dan gas 

bumi dan penggunaan dana otonomi khusus serta berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Menurut Kepala Bidang Program Dinas Pendidikao Kabupaten Aceh 

Tengah Evaluasi dan pengawasan masing-masing dilakukan oleh Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan 

Sementara dari pihak rekanan yang melakukan pengawasan adalah Konsultan 

dengan berpedomao pada Rencana Anggaran biaya Bangunan (RAB ). 

Selain PPTK dan Konsultan ternyata pelaksanaan proyek di Provinsi Aceh 

juga diawasi oleh lembaga P2K (Percepatan Pengendalilan Kegiatan). Lembaga 

ini dibentuk pada tahun 2011 masa pemerintahan Gubemur Irwandi Yusuf 

Lembaga ini dibentuk untuk memberikan dukungan administratif kepada tim 

anggaran pemerintahan Aceh maupun Kabupaten!Kota dalam penyusunan 

anggaran belanja dan pendapatan daerah, membantu dalam pengendalian 
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pembangunan daerah, membantu SKP A dalam perencanaan, pengendalian, 

pelaporan serta mendukung kegiatan lain yang berkaitan dengan percepatan dan 

pengendalian APBD. 

Akan tetapi pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 

Kepala Sekolab SMA Negeri di Kabupaten Aceh Tengab menjelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan dana otonomi khusus untuk sekolah yang mereka pimpin baik 

itu pembangunan fisik maupun pengadaan barang kebutuhan sekolab, mereka 

tidak pernab dilibatkan. Kepala sekolab maupun dewan guru hanya memperoleh 

hasilnya saja, mulai dari awal pengerjaan sampai dengan selesai. 

Artinya, Kepala sekolab sebagai pimpinan di sekolab dalam pelaksanaan 

proyek fisik maupun non fisik dari dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh 

Tengab tidak dilibatkan sama sekali, meskipun pekerjaannya dilakukan di sekolah 

yang mereka pimpin, kepala sekolah hanya menerima hasil.Keterlibatan mereka 

hanya sebatas membuat proposal pengusulan akan hal yang sekolab butuhkan baik 

dari segi infrastruk:tur maupun fasilitas pendukung guru dan siswa disekolah 

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengab. 

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Aceh Tengab dalam konteks 

otonomi daerab dan desentralisasi pendidikan, keberhasilan dan kegagalan 

pendidikan pada tingkatan pendidikan sangat bergantung pada guru, kepala 

sekolah, dan pengawas, karena ketiga figur tersebut merupakan kunci yang 

menentukan serta menggerakkan berbagai komponen dan dimensi sekolah yang 

lainnya. 
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Kebijakan sebagai serangkaian tindakanlkegiatan yang diusulkan seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkongan tertentu dimana terdapat 

hambatan atau kesulitan dan kesempatan-kesempatan dilain sisinya sehingga 

proses penentuan langkab-langkab meningkatkan kualitas pendidikan di 

Kabupaten Aceh Tengab pada tingkatan pendidikan SMA Negeri barns 

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan 

dalam beberapa kegiatan pembangunan pendidikan. 

Pembangunan pendidikan dalam realitanya di Kabupaten Aceh Tengah 

khususnya program pembangunan infrastruktur sudah mampu beijalan sesuai 

dengan program yang disusun dan diajukan kepada anggaran dana otonomi 

khusus, namun pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada infrastruktur 

saja melainkan harus mernperhatikan pula pembangunan manusia pendidikan itu 

sendiri, seperti pemberian latihan keterampilan, menyesuaikan dengan zaman 

yang semak.in berkembang, sehingga walaupun dalam konteks milcro para peserta 

didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mampu memiliki daya saing serta 

koalitas yang unggul dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Aceh 

Tengab. 
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2. Faktor penghambat efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk 
peningkatan kualitas pendidikan Tingkat Sekolab Menengab Atas di 
Kabupaten Aceh Tengah Taboo 2015-2016. 

a. Faktor Undang-Undang Pemerintaban Aceh No. 11 Tahun 2006 dan 
Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008. 

Otonomi Khusus Aceh di mulai sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008 

sampat dengan tahun 20 12 pengelolaan dana otonomi khusus di Aceh 

diimplementasikan berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) 

yaitu UU R.I Nomor I I tahun 2006. dalarn Pasal 179 ayat (2) dengan tegas 

menyebutkan sumber pendapatan daerah, baik di Pemerintahan Aceh dan 

Pemerintahan Kabupaten/Kota, salah satunya berasal dari Dana Otsus. Namun. 

secara administratif UUP A memberikan kewenangan kepada tingkat Provinsi, 

sehingga memberikan kesan bahwa Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak merniliki 

kewenangan dalam pengelolaan dana Otsus tersebut. 

Selain itu, pengelolaan dana otonomi khusus tersebut juga berdasarkan 

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang tentang tata cara pengalokasian 

tambalum dana bagi basil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi 

khusus. Dimana, dana otonomi khusus ditujukan untuk membiayai program dan 

kegiatan pembangunan. terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, 

pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan 

pendidikan, sosial dan kesehatan. Selain itu dana otonomi khusus juga 

dialokasikan untuk membiayai program pembangunan dalaro rangka pelaksanaan 

keistimewaan Aceh, yang disepakati bersama antara pemerintah Provinsi dan 

Kabupaten. Akan tetapi pada saat itu pengalokasian angganm tidak diberikan 
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dalam bentuk dana twmi oleb Provinsi, akan tetapi diberikan dalam bentuk pagu 

yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubemur setelah mendapat persetujuan 

pimpinan DPRA. 

Jadi, berdasarkan aturan Qanun tersebut Kabupaten/Kota hanya sebatas 

pengusulan selanjutnya menerima dalam bentuk pekerjaan dan pagu. Sehingga 

apapun yang disepakati dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi itulah yang harus 

dikerjakan meskipun itu bukan skala prioritasnya Kabupaten/Kota. 

b. Faktor Manusia Pelaksana. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal sebelumnya, bahwa realisasi 

pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Aceh Tengah pada tabun 2015-2016 di dominasi oleh proyek pembangunan 

sekolah dibidang infrastruktur. Seperti ruang kelas belajar, ruang dewan guru, 

ruang perpustakaan, ruang laboratorium baik Ilmu Pengetabuan Alarn (IPA), 

Fisika dan lain-lain, Mandi Cuci Kakus (MCK), pagar, penataan halaman dan 

taman. Tentunya dalam pengerjaan bangunan ini sangat dipengarobi oleh cuaca. 

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang beriklim tropis. 

Musim kemarau biasanya tCijadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan 

musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Tingkat 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November. Sedangkan penetapan masa 

kerja pada saat it dimulai antara bulan april- juni dan selesai 31 Desember. 

Artinya, rekanan melaksanakan pekerjaan tepat pada musim pengbujan, sehingga 

hal ini dapat mengurangi kualitas bangunan akibat terkena air, yang mana rekanan 

tidak mau dirugikan untuk mengganti dengan material yang baru. Selain itu 
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kualitas sering tidak. diperhatikan akibat rekanan sudah bermain dengan mesin 

waktu untuk mencapai limit waktu pengerjaan. 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program 

Dinas Pendidikan Kahupaten Aceh Tengah bahwa Faktor cuaca sangat 

menentukan ketepatan waktu penyelesaian serta kualitas bangunan fisik, secara 

geografis Kabupaten Aceh Tengah yang terletak di pegunungan dengan intensitas 

curah hujan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Kabupaten lain di Aceh 

memaksa rekanan untuk berJomba dengan limit waktu, sehingga terkadang 

mereka tidak lagi memprioritaskan kualitas dari fisik yang mereka kerjakan. 

c. Faktor Keuangan 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah mengatakan sering 

terjadi pemenang tender adalah kotraktor-kontraktor muda yang tidak cukup 

berpengalaman dan tidak memiliki modal yang besar untuk melaksanakan proyek­

proyek yang dimenangkan, banyak rekanan seperti ini baru bisa bekerja setelah 

melakukan utang piutang terlebih dahulu, terkadang jarang mereka mendapatkan 

pinjaman karena nominal yang tidak sedikit. Akhimya kebanyakan dari mereka 

menunda pekerjaan tersebut, ketika waktu jatuh tempo sudah dekat barulah 

mereka berlomba dengan waktu. 

Jika direlevansikan dengan realisasi pengelolaan dana otonomi khusus 

seperti yang telah dijelaskan sebelurnnya yang didominasi oleh pembangunan 

infrastruktur. Artinya, rekanan harus memiliki modal yang cukup di awal untuk 

pengadaan material-material yang dibutuhkan, jika tidak memiliki modal yang 
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kuat bagaimana rekanan kemudian marnpu mengadakan material-material yang 

dibutukan untuk: membangun sarana tersebut. 

d. Faktor Perala tan 

Hal ini juga sangat menentukan kualitas serta waktu peketjaan 

pembangunan infrastruktur. Banyak masalah yang sering terjadi dilapangan akibat 

tenaga keija dan peralatan yang tidak profesional. Sekretaris Dinas Pendidikan 

Kabupaten Aceh Tengah berpendapat bahwa akibat rekanan ingin mendapatkan 

keuntungan yang besar terkadang mereka sering mengontrak tenaga kerja dan 

peralatan dengan harga yang murah meski tenaga kerjanya tidak profesional, 

sehingga penyelesaian sering tidak: sesuai dengan RAP dan waktu yang telah 

ditetapkan. 

e. Faktor OrganiBasi dan Manajemen 

Berdasarkan observasi peneliti, Organisasi dan Manajemen yang dimaksudkan 

disini adalah factor birokrasi pengurusan dana otsus mulai dari tingkat kabupaten 

maupun tingkat Provinsi. manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha 

keija sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai". 

Berdasarkan pendapat tersebut di sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Organisasi 

dan Manajemen dalam Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah dan 

Perangkatnya serta Lembaga LegislatifDaerah. 
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3. Perbandingan Kualitas Pendidikan di Provinsi Aceh Sebagai Penerima 
Dana Otonomi Kbusus Terhadap Provinsi Sumatera Utara Sebagai 
Daerah Non Otonomi Khusus. 

Provinsi Aceh merupakan salah satu penerima dana otonomi khusus selain 

DKI Jakarta, Papua, dan Yogyakarta sebagai daerah-daerah yang memiliki 

kekhususan dan keistimewaan serta menerima dana otonomi khusus untuk 

perkembangan infrastruktur dan suprastruktur. 

Hingga saat ini pembangunan yang digunakan mela1ui dana otonomi 

khusus masih berfokus pada pembangunan infrastruktur yaitu pembangunan-

pembangunan fisik, sedangkan pembangunan non fisik seperti pembangunan, 

peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan dan 

sebagainya masih sangat kurang dan belum optimal dalam penyerapan anggaran 

dana otonomi khusus. 

Kualitas pendidikan menjadi salah satu sorotan bagi daerah-daerah 

penerima dana otonomi khusus seperti Aceh, terutama peningkatan kualitas 

peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dari 506 Sekolah 

Menengah Atas, memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 13.884 dan 

memiliki lulusan sebanyak 38.084 (Sumber: Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 

2016/2017, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan). Jika 

dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak menerima dana otonomi kbusus, 

Provinsi Aceh berada dalam tingkatan kualitas pendidikan yang baik namun 

belum optimal dalam pengelolaannya. 

Provinsi Sumatera Utara sebagai sa)ah satu Provinsi yang paling dekat 

dengan Provinsi Aceh secara geografis merupakan Provinsi yang tidak menerima 
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bantuan dana otonorni khusus seperti Provinsi Aceh. Kualitas pendidikan Sekolah 

Menengah Atas di Provinsi Sumatera Utara jauh tertinggal dari Provinsi Aceh, 

dibuktikan dengan pemyataan Anggota DPRD Sumatera Utara Komisi E Riki 

Nelson yang menyatak.an bahwa: 

... Ranperda mengenai pendidikan di Sumatera Utara harus ditingkatkan 
karena tertinggal dari provinsi~provinsi lainnya di Indonesia, sementara itu pada 
tingkatan Sekolah Menengah Atas minat siswa/siswi melanjutkan ke tingk:atan 
tersebut masih rendah, masyarakat sumatera utara hanya menyelesaikan sampai 
tingkatan SMP. Selain itu pacta pelaksanaan ujian nasional SMA banyak 
siswa/siswi dari beberapa sekolah menumpang ke sekolah lainnya karena fasilitas 
yang belum memadai. (Harian Andalas, 29 Januari 2018) 

Berdasarkan Ikbtisar Data Pendidikan Tabun 2016/2017, Pusat Data dan 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, diketahui babwa Jumlah Sekolab 

Menengah Atas 1.043, memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 20.404 

dan memiliki lulusan sebanyak 96.72 I. jika dibandingkan tingkat putus sekolah, 

SMA di Provinsi Aceh memiliki presentase 0.87% yaitu 1.173 siswa/siswi. 

Sedangkan Provinsi Sumatera Utara tingkat putus sekolab SMA sebesar 0.98% 

denganjumlab 3.319 siswalsiswi. 

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari jumlah lulusan dan tingkat putus 

sekolah, sebagai Provinsi yang menerima dana otonomi khusus yang sebagian 

besar dananya di prioritaskan untuk pendidikan sudah seharusnya Provinsi Aceh 

Iebih baik dan maksimal dalam menggunakannya dibandingkan daerah yang tidak 

mendapatkan dana otonomi khusus seperti Provinsi Sumatera Utara. 

43453.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan basil penelitian dan pemhahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

I Efektifitas pemanfuatan dana otonomi khusus ( otsus) untuk peningkatan 

kualilas pendidikan tingkat Sekolah Menengah Alas Negeri di Kabupaten 

Aceh Tengah Tahun 2015-2016 ditandai dengan meningkanya pendidikan 

dalam bidang pembangunan infrastuktur sebagai pelengkap sarana dan 

prasarana pendidikan, sedangkan pembangunan pendidikan non fisik 

seperti peningkatan kualilas peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan belwn menjadi fokus utama dalam peningkatan kualilas 

pendidikan melalui dana otonomi khusus khususnya untuk tingkat Sekolah 

Menengah Alas Negeri di Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Hambatan efektifitas pemanfaatan dana otonomi khusus untuk 

Peningkatan kualilas pendidikan tingkat SMA Negeri di Kabupaten Aceh 

Tengah tahun 2015-2016 antara lain: 

a. Faktor Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. II Tahun 2006 dan 
Qanun No. 2 Tahun 2008; 

b, Faktor manusia pelaksana; 

c, Faktor keuangan; 

d, Faktor peralatan; 

e. Faktor manajemen dan organisasi. 

95 
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B. Saran 

Merujuk kepada kesimpulan di alas, maka yang menjadi saran adalah : 

I. Diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat 

mengalokasikan dana otonomi khusus yang berimbang, bukan hanya fokus 

kepada pembangunan infrastruktur akan tetapi peningkatan suprastruktur 

baik tenaga pengajar maupun siswa hams lebih diperhatikan. Pengalokasian 

berimbang terhadap empat pilar pendidikan yaitu, belajar mengetahui, 

belajar melakukan sesuatu, belajar menjadi sesuatu dan belajar hidup 

bersarna dan merujuk sesuai pada prioritas RPJM bidang pendidikan. 

2. Diharapkan agar Pemerintah dapat memperhatikan dan memperbaiki 

penghambat-pengharnbat dalarn peningkatan kualitas pendidikan SMA 

Negeri di Kabupaten Aceh Tengah diantaranya : 

a. Faktor Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. II Tahun 2006 dan 

Qanun No. 2 Tahun 2008 hal ini hanya mempengaruhi pengelolaan 

dana otonomi khusus pada tahun 2012. Sejak tahun 2013 hal ini sudah 

mengacu kepada Qanun No. 2 tahun 2013 yang mana pengelolaan 

sudah diserahkan kepada Kabupaten. 

b. Faktor manus1a pelak.sana Untuk bahwa realisasi pelaksanaan 

pengelolaan dana otonomi khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Aceh Tengah pada tahun 2015-2016 di dominasi oleh proyek 

pembangunan sekolah dibidang infrastruktur. serta kebijakan 
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penggunaan atau penyerapan anggaran oleh eksekutif dan legislatif 

barns di percepat. 

c. F aktor keuangan., bagi rekanan yang kekurangan modal demi cepat dan 

teljaminnya kualitas pekeljaan jika perlu pemerintah menyediakan 

pinjaman, setelah selesai sebelum pencairan langsung pemotongan 

sesuai pmjaman. 

d. Faktor peralatan, tenaga kerja rekanan dan peralatan, pemerintah harus 

selalu memantau para tenaga ketja dan peralatan rekanan di lapangan 

jika tidak sesuai dengan harapan maka PPTK berhak menyuruh 

rekanan untuk mencari tenaga kerja dan peralatan lain yang lebih 

profesional. 

e. Faktor Organisasi dan manajemen, hal ini dapat diatasi dengan sitem 

Organisasi dan Manajemen Pemerintahdalam perubahan Organisasi 

dan organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur 

yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta 

segenap pejabat, kekuasaan tugasnya dalam tugas dan pungsinya, yang 

berhubungan satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan. 
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A. Peraturan Perundang-undangan 

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pusat dan Daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 13 Tahun 2013. 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Ace h. 
Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Sebelum 
Amandemen) 

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan 
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 

Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak 
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 

Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka. 

RPJM Kabupaten Aceh Tengah 2012-2017. 
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LAMP IRAN 

Gam bar 
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tengah 
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PANDUAN/PEDOMANWAWANCARA 

l. Bagaimana selama ini penggunaan dana otsus di Kabupaten Aceh Tengah 
untuk bidang pendidikan ? 

2. Apa yang mendasari penggunaan dana otsus di Kabupaten Aceh Tengah 

untuk bidang pendidikan ? 

3. Apakah ada perbedaan dalam penggunaan besaran dana otsus untuk tingk:at 
SMA dengan tingkat/jenjang pendidikan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah 

? 

4. Apa saja langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh 
Tengah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tingkat SMA melalui dana 

otsus? 
5. Hambatan apa saja yang ditemui dalam peningkatan kualitas pendidikan 

tingkat SMA di Kabupaten Aceh Tengah melalui penggunaan dana otsus ? 

6. Pembangunan pendidikan fisik atau non fisik yang diutamakan dalam 
peningk:atan kualitas pendidikan tingk:at SMA di Kabupaten Aceh Tengah? 
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Dokumentasi Basil Pengelolaan Dana Otonomi Khusus 
Tahun 2012-2013 

Gam bar Realisasi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk 2012 antara lain 
sebagai berikut: 

Gam bar 
Pembangunan Asrama Putra SMA Negeri 15 Takengon 

Binaan Negeri Antara 

Gam bar 
Pembangunan RKB Lantai 2 SMA Negeri 1 Takengon 
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Gam bar 
Pembangunan Kantin SMA Negeri 1 Takengon 

Gam bar 
Pembangunan RKB SMA Negeri 6 Takengon 
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Gam bar 
Basil Pembangunao Laboratorium Fisika SMAN 12 Takengon 

Gam bar 
Basil Pembaoguoao Laboratorium IPA SMAN 13 Takeogoo 
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Gam bar 
Hasil Pembangunao MCK SMAN 3 Takeogon 

Gam bar 4.10 
Basil Pemasangan SAB & MCK SMAN 6 Takengon Rusip 
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Gam bar 
Basil Pembangunan pagar SMAN 9 Takengon 

Gam bar 
Rasil Pembangunan pagar SMAN 7 Takengon 
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Gam bar Realisasi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk 2012 antara 

lain sebagai berikut: 

Gam bar 
Basil Basil Penataan HalamanSMAN 4 Takengon 
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Gam bar 
Rehab Total 2 Lokal SMAN 1 Takengon 

Gam bar 
Rehab Total 2 Lokal SMAN 3 Takengon 
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Gam bar 
Pembangunan Pagar SMAN 8 Takengon 

Gam bar 
Pembangunan gapura dan pagar SMAN 1 Takengon 
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Gam bar 
Pem bangunan Pagar SMAN 4 Takengon 

Gam bar 
Peoataan Halaman dan Pagar SMAN 2 Takeogoo 
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Gam bar 
Pembangunan Pagar SMAN 13 Takengon 

Gam bar Realisasi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk 2012 an tara lain 

sebagai berikut: 

Gam bar 
Basil Pembangunangedung Dewan Guru SMAN 1 Takengon 

43453.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



114 

Gam bar 
Basil Penambahan ruang kelas rehabilitasi SMA 6 Takengon 

Gam bar 
Basil Pembangunan taman dan lapangan SMAN 1 Takengon 
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Gam bar 
Basil Pembangunan Rumab Dinas Guru SMAN 18 Takengon 

Gam bar 
HasH Rebabilitasi ruang kelas SMAN 4 Takengon 
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Gam bar 
Hasil Pembangunan Ruma 

h Dinas Guru SMAN 19 Takengon 

Gam bar 
Hasil Rehabilitasi ruang kantor SMAN 4 Takengon 

~ 
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Gam bar 
Basil Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 13 Takengon 

Gam bar 
Basil Rehabilitasi Laboratorium SMAN 4 Takengon 
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Gam bar 
Basil Rebabilitasi ruang kelas SMAN 9 Takengon 

Gam bar 
Basil Rebabilitasi laboratorium IP A SMAN 9 Taken goo 
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Gam bar 
Basil Rehabilitasi laboratorium Komputer SMAN 9 Takengon 

Gam bar 
Basil Rehabilitasi ruang perpustakaan SMAN 9 Takengon 
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Gam bar 
Basil Rehabilitasi Kantor Guru SMAN 9 Takengon 

Gam bar 
HasiJ Rehabilitasi Ruang Kelas SMAN 16 Takengon 
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Gam bar 
Basil Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SMAN 16 Takengon 

Gam bar 
Basil Rebabilitasi Laboratorium SMAN 16 Takengon 
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Gam bar 
Basil Rebabilitasi Kantor SMAN 16 Takengon 

Gam bar 
Basil Pembangunan MCK SMAN 16 Takengon 
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Gam bar 
Basil Pengadaan Buku Peminatan dan Buku Referensi 

SMA Kabupaten Aceb Tengab 
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